KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PEMERINTAH DESA - KECAMATAN -
TAHUN 2025
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, bahwa atas segala hidayah dan innayah-Nya pada hari ini kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa - Kecamatan - Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahaan Desa oleh Pemerintah Desa.

Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan ­ penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.

Demikian laporan ini kami susun dan kami mengharapkan adanya saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.


Cirebon, 11 Juni 2026
Kepala Desa -



-
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BAB I
PENDAHULUAN


A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraanpemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan	dan belanja serta pembiayaan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.
Dengan penuh harapan agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.
Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat: a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, b. Meminta keterangan atau informasi, c. Menyatakan pendapat, dan d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

B. VISI DAN MISI
1. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa - ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa - adalah

-

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

2. MISI
Misi merupakan langkah / upaya dalam mewujudkan visi yang telah direncanakan. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang

bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Berikut merupakan misi dari Desa - :
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:
1. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -
2. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -
3. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -
4. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -
5. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -
6. - dengan tujuan - dan arah kebijakan -

D. PRIORITAS DESA
Berdasarkan pada visi dan misi Desa yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan Desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa - serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat maka pembangunan Desa - dari tahun [periode] diorientasikan pada 5 (lima) prioritas yaitu:
 [prioritas_desa]
Sementara ini, pembangunan Desa - Tahun 2025 difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sarana prasarana fisik. Pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Desa menuju Desa Inklusi.
Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk
menstimulasi pertumbuhan perekonomian desa maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi.
Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.
Perincian dari masing-masing fokus seperti yang dijabarkan diatas, diantaranya sebagai berikut:
1. Penanganan pengurangan kemiskinan, dengan sasaran:
a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
b) Kegiatan Padat Karya Tunai Ketahanan Pangan Desa 
c) Pengolahan hasil kegiatan ketahanan pangan desa

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
a) Peningkatan keterampilan kelompok perempuan dan disabilitas 
b) Pelatihan kelompok ekonomi produktif
c) Lomba bulan bahasa bali dan bulan bung karno 
d) Kegiatan karang taruna
e) Bulan Bakti LPM
f) Pengembangan HATI nya PKK
g) Bimbingan Teknis Perangkat Desa dan BPD

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (khususnya sarana dan prasarana masyarakat), dengan sasaran:
a) Penataan ruang pelayanan kantor desa 
b) Pembangunan gedung paud
c) Peningkatan pembangunan jalan Lingkungan desa 
d) Pembangunan saluran drainase
e) Penataan jalan usaha tani






BAB II
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil aset pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes/BUMDesma. Desa juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan phak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.
Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni, pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pembagian bumdes.
Program dan kegiatan pembangunan Desa - dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang
ditetapkan dengen peraturan Desa dengan merujuka pada dokumen 6 (enam) tahunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengh Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan melalui musyawrah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun.Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKP Dea.
Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat dan perkembangan perekonomian Desa.
Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan berskala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transfortasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat insklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa.
A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Program dan kegiatan dalam penyelenggaran pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.
Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggraan pemerintahan Desa tahun 2025 adalah:
	No
	Uraian
	Kegiatan
	Jumlah

	1.
	Peraturan Perundang - undangan
	a. Peraturan Desa
b. Peraturan Kepala Desa
	[peraturan_desa]
[peraturan_kepala_desa]

	2.
	Kependudukan
	a. Jumlah Penduduk :
· Laki-laki
· Perempuan
· Jumlah Kepala Keluarga
· Jumlah Anggota Keluarga
· Jumlah Jiwa
	
[jumlah_laki-laki]
[jumlah_perempuan]
[jumlah_kepala_keluarga]
[jumlah_anggota_keluarga]
[jumlah_jiwa]

	
	
	b. Tingkat Pendidikan
· Tidak/Belum Sekolah
· Tamat SD/sederajat
· Tamat SLTP/sederajat
· Tamat SLTA/sederajat
· Tamat D-1/sederajat
· Tamat D-2/sederajat
· Tamat D-3/sederajat
· Tamat S-1/sederajat
· Tamat S-2/sederajat
	
[tidak_sekolah]
[tamat_sd]
[tamat_sltp]
[tamat_slta]
[tamat_d1]
[tamat_d2]
[tamat_d3]
[tamat_s1]
[tamat_s2]

	
	
	c. Mata Pencaharian
· Belum/Tidak Bekerja
· Peternak
· Nelayan/Perikanan
· Karyawan Swasta
· Karyawan Honorer
· Buruh Harian Lepas
· Mengurus Rumah Tangga
· Buruh Tani/Perkebunan
· Buruh Peternakan
· Tukang Batu
· Tukang Kayu
· Pelajar/Mahasiswa
· Tukang Gigi
· Pegawai Negeri Sipil
· Guru
· Bidan
· Perdagangan
· Perangkat Desa
· Kepala Desa
· Wiraswasta
· Petani/Pekebun
	
[belum_bekerja]
[peternakan]
[nelayan]
[karyawan_swasta]
[karyawan_honorer]
[buruh_harian_lepas]
[mengurus_rumah_tangga]
[buruh_tani]
[buruh_peternakan]
[tukang_batu]
[tukang_kayu]
[pelajar]
[tukang_gigi]
[pegawai_negeri_sipil]
[guru]
[bidan]
[perdagangan]
[perangkat_desa]
[kepala_desa]
[wiraswasta]
[petani]

	3. 
	Pertanahan
	a. Status Tanah
· Sertifikat Hak Milik
· Sertifikat Hak Guna
· Sertifikat Hak Pakai
	
[sertifikat_hak_milik]
[sertifikat_hak_guna]
[sertifikat_hak_pakai]

	
	
	b. Luas Tanah
· Bersertifikat
· Belum bersertifikat
· Tanah kas desa
	
[bersertifikat]
[belum_bersertifikat]
[tanah_kas_desa]

	
	
	c. Peruntukan Tanah
· Jalan
· Tanah Ladang
· Bangunan Umum
· Perumahan
· Bangunan Sekolah
· Perkantoran
· Pertanian/Persawahan
	
[jalan]
[tanah_ladang]
[bangunan_umum]
[perumahan]
[bangunan_sekolah]
[perkantoran]
[pertanian]

	
	
	d. Tanah yang belum dikelola
· Hutan
· Rawa
	
[hutan]
[rawa]

	4. 
	Manajemen Pemerintahan
	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
b. Jumlah Anggota BPD
c. Musyawarah Desa
d. Musrembang Desa
e. Musyawarah BPD
	[jumlah_aparat_pemerintahan]

[jumlah_bpd]
[musyawarah_desa]
[musrembang_desa]
[musyawarah_bpd]

	
	
	a. Pembinaan Hansip
· Jumlah Anggota
· Alat pemadam kebakaran
· Jumlah Hansip Terlatih
	
[jumlah_anggota]
0
[jumlah_hansip_terlatih]

	
	
	b. Ketentraman dan ketertiban
· Jumlah kejadian criminal
· Jumlah bencana alam
· Jumlah operasi
· Penertiban
· Jumlah Pos Keamanan
· Jumlah kecelakaan
	
[jemlah_kejadian_kriminal]
[jumlah_bencana_alam]
[jumlah_operasi]
[penertiban]
[jumlah_pos_keamanan]
[jumlah_kecelakaan]

	5. 
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	a. RT/RW
b. PKK
c. Karang Taruna
d. Posyandu
e. LPM
f. Gapoktan
	[rt_rw]
[pkk]
[karang_taruna]
0
[lpm]
[gapoktan]




B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.
Adapun program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa
tahun 2025 adalah:

	No
	Uraian
	Kegiatan
	Jumlah

	1. 
	Sarana dan Prasarana
	Jalan Desa
	0

	2. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Kantor Desa
	0

	3. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Balai Desa / Aula
	0

	4. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Ruang Pelayanan Administrasi
	0

	5. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Poskamling
	0

	6. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Sarana IT (Komputer/Printer)
	0

	7. 
	Sarana dan Prasarana
	Pemerintahan - Internet/WiFi Desa
	0

	8. 
	Sarana dan Prasarana
	Pendidikan - PAUD/TK
	0

	9. 
	Sarana dan Prasarana
	Pendidikan - SD/MI
	0

	10. 
	Sarana dan Prasarana
	Pendidikan - SMP/MTs
	0

	11. 
	Sarana dan Prasarana
	Pendidikan - PKBM / Rumah Belajar
	0

	12. 
	Sarana dan Prasarana
	Pendidikan - Perpustakaan Desa / Pojok Baca
	0

	13. 
	Sarana dan Prasarana
	Kesehatan - Posyandu
	0

	14. 
	Sarana dan Prasarana
	Kesehatan - Polindes / Poskesdes
	0

	15. 
	Sarana dan Prasarana
	Kesehatan - Puskesmas Pembantu (Pustu)
	0

	16. 
	Sarana dan Prasarana
	Kesehatan - Ambulans Desa
	0

	17. 
	Sarana dan Prasarana
	Ekonomi - Pasar Desa / Pasar Tradisional
	0

	18. 
	Sarana dan Prasarana
	Ekonomi - Sentra UMKM / Kios Usaha
	0

	19. 
	Sarana dan Prasarana
	Ekonomi - BUMDes (Kantor/Unit Usaha)
	0

	20. 
	Sarana dan Prasarana
	Ekonomi - Lumbung Pangan / Gudang
	0

	21. 
	Sarana dan Prasarana
	Ekonomi - Koperasi Desa
	0

	22. 
	Sarana dan Prasarana
	Pertanian - Saluran Irigasi
	0

	23. 
	Sarana dan Prasarana
	Pertanian - Jalan Usaha Tani
	0

	24. 
	Sarana dan Prasarana
	Pertanian - Gudang Alat/Pupuk
	0

	25. 
	Sarana dan Prasarana
	Peternakan - Kandang Komunal
	0

	26. 
	Sarana dan Prasarana
	Perikanan - Kolam Ikan / Keramba
	0

	27. 
	Sarana dan Prasarana
	Transportasi - Jembatan
	0

	28. 
	Sarana dan Prasarana
	Transportasi - Gorong-gorong
	0

	29. 
	Sarana dan Prasarana
	Transportasi - Drainase / Saluran Air
	0

	30. 
	Sarana dan Prasarana
	Transportasi - PJU (Lampu Penerangan Jalan)
	0

	31. 
	Sarana dan Prasarana
	Air Bersih - Sumur Bor / Sumur Gali
	0

	32. 
	Sarana dan Prasarana
	Air Bersih - Jaringan Air Bersih (PAMSIMAS/PDAM)
	0

	33. 
	Sarana dan Prasarana
	Air Bersih - Tandon / Penampungan Air
	0

	34. 
	Sarana dan Prasarana
	Sanitasi - MCK Umum
	0

	35. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebersihan - TPS / Tempat Pengumpulan Sampah
	0

	36. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebersihan - Bank Sampah
	0

	37. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebersihan - Kendaraan Angkut Sampah
	0

	38. 
	Sarana dan Prasarana
	Energi - Jaringan Listrik PLN
	0

	39. 
	Sarana dan Prasarana
	Energi - Gardu / Trafo
	0

	40. 
	Sarana dan Prasarana
	Energi - PLTS / Energi Alternatif
	0

	41. 
	Sarana dan Prasarana
	Sosial - Tempat Ibadah (Masjid/Mushola/dll)
	0

	42. 
	Sarana dan Prasarana
	Sosial - Gedung Serbaguna
	0

	43. 
	Sarana dan Prasarana
	Sosial - Lapangan Olahraga
	0

	44. 
	Sarana dan Prasarana
	Sosial - Sanggar Seni/Budaya
	0

	45. 
	Sarana dan Prasarana
	Sosial - TPU (Tempat Pemakaman Umum)
	0

	46. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebencanaan - Posko Bencana
	-

	47. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebencanaan - Titik Kumpul/Evakuasi
	0

	48. 
	Sarana dan Prasarana
	Kebencanaan - Peralatan Kebencanaan
	0





C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA


Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
Adapun program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa tahun 2025 adalah
	No
	Uraian
	Kegiatan
	Jumlah

	1. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketenteraman & Ketertiban - Pembinaan Satlinmas
	-

	2. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketenteraman & Ketertiban - Siskamling/Ronda (Poskamling)
	[siskamling]

	3. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketenteraman & Ketertiban - Sosialisasi Perdes/Aturan Desa
	[sosialisasi_perdes]

	4. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketenteraman & Ketertiban - Patroli/Monitoring Kamtibmas
	[patroli_kamtibmas]

	5. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketenteraman & Ketertiban - Pengamanan Kegiatan Masyarakat
	[pengamanan_kegiatan]

	6. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kepemudaan & Olahraga - Pembinaan Karang Taruna
	[karang_taruna]

	7. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kepemudaan & Olahraga - Pembinaan Pramuka
	[pramuka]

	8. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kepemudaan & Olahraga - Pembinaan Paskibra
	[paskibra]

	9. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kepemudaan & Olahraga - Turnamen Olahraga Desa
	[turnamen_olahraga]

	10. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kepemudaan & Olahraga - Senam/Olahraga Rutin Warga
	[olahraga_rutin]

	11. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Sosial Budaya - Pembinaan Kesenian/Sanggar
	[pembinaan_kesenian]

	12. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Sosial Budaya - Festival/Perayaan Budaya Desa
	[festival_budaya]

	13. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Sosial Budaya - Pelestarian Adat/Tradisi
	[pelestarian_adat]

	14. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Keagamaan - Pembinaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian/Ibadah)
	[kegiatan_keagamaan]

	15. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Keagamaan - Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI/PHBK)
	[phbi]

	16. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Keagamaan - Penguatan Kerukunan & Toleransi
	[toleransi]

	17. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kesehatan Masyarakat - Pembinaan Posyandu
	0

	18. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kesehatan Masyarakat - Pembinaan Posbindu PTM
	[posbindu]

	19. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan Stunting/Gizi
	[pencegahan_stunting]

	20. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kesehatan Masyarakat - Gerakan PHBS & Sanitasi
	[phbs_sanitasi]

	21. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Perempuan & Anak - Pembinaan PKK & Dasa Wisma
	[pkk_dasa_wisma]

	22. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Perempuan & Anak - Parenting & Perlindungan Anak
	[perlindungan_anak]

	23. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Perempuan & Anak - Pencegahan KDRT/Perkawinan Anak
	[pencegahan_kdrt]

	24. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Perempuan & Anak - Edukasi Remaja (Kesehatan Reproduksi/Anti Bullying)
	[edukasi_remaja]

	25. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kelembagaan - Pembinaan RT/RW
	[pembinaan_rtrw]

	26. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kelembagaan - Pembinaan LPM/LKD
	[pembinaan_lpm_lkd]

	27. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kelembagaan - Musyawarah Warga & Gotong Royong
	[musyawarah_gotong_royong]

	28. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kelembagaan - Pembinaan Relawan Sosial/Komunitas
	[relawan_sosial]

	29. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Lingkungan - Kerja Bakti & Kebersihan Lingkungan
	[kerja_bakti]

	30. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Lingkungan - Bank Sampah/Pengelolaan Sampah
	0

	31. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Lingkungan - Edukasi Pemilahan Sampah
	[edukasi_sampah]

	32. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kebencanaan - Pembinaan Relawan Bencana/Destana
	[relawan_bencana]

	33. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kebencanaan - Simulasi Evakuasi & Kesiapsiagaan
	-

	34. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kebencanaan - Pemetaan Rawan & Jalur Evakuasi
	[pemetaan_rawan]

	35. 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	Kebencanaan - Sosialisasi Mitigasi Bencana (Banjir/Longsor/Kebakaran)
	[sosialisasi_bencana]




D. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA
Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal, dan Perdagangan dan Perindustrian.
Adapun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025 adalah: (uraian dan jenis kegiatan disesuaikan)
	No
	Uraian
	Kegiatan
	Jumlah

	1.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Pelatihan Aparatur Desa (Administrasi & Pelayanan)
	-

	2.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes/LPJ)
	-

	3.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Peningkatan Kapasitas BPD (Fungsi & Pengawasan)
	-

	4.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Peningkatan Kapasitas RT/RW (Administrasi & Pelayanan)
	-

	5.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Peningkatan Kapasitas LPM/LKD (Perencanaan Partisipatif)
	-

	6.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas - Pelatihan Kader Pembangunan/Kader Desa
	-

	7.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Literasi Digital - Pelatihan Operator SID/Website Desa
	-

	8.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Literasi Digital - Pelatihan Literasi Digital untuk Warga (Aman Internet)
	-

	9.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Pelatihan Kewirausahaan/UMKM
	-

	10.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Pelatihan Pemasaran Digital (Marketplace/Media Sosial)
	-

	11.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Pendampingan Legalitas Usaha (NIB/PIRT/Halal) 
	-

	12.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Bantuan/Peralatan Produksi untuk UMKM
	-

	13.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Pembentukan/Penguatan Kelompok Usaha (KUBE/kelompok usaha)
	-

	14.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Fasilitasi Akses Permodalan (KUR/Koperasi/BUMDes)
	-

	15.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Lokal - Pelatihan Pengemasan Produk & Branding
	-

	16.
	Pemberdayaan Masyarakat
	BUMDes - Pelatihan Manajemen BUMDes (Unit Usaha & Administrasi)
	-

	17.
	Pemberdayaan Masyarakat
	BUMDes - Pendampingan Penyusunan SOP & Rencana Bisnis BUMDes
	-

	18.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pertanian - Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan/Hortikultura
	-

	19.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pertanian - Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik/Kompos
	-

	20.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pertanian - Demplot/Percontohan Pertanian (Lahan Demonstrasi)
	-

	21.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pertanian - Bantuan Benih/Bibit Tanaman (Program Pemberdayaan)
	-

	22.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peternakan - Pelatihan Budidaya & Kesehatan Ternak
	-

	23.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Peternakan - Bantuan Bibit Ternak/Pakan (Program Pemberdayaan)
	-

	24.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Perikanan - Pelatihan Budidaya Ikan (Kolam/Lele/Nila)
	-

	25.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Perikanan - Bantuan Benih Ikan/Pakan (Program Pemberdayaan)
	-

	26.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Teknologi Tepat Guna - Pelatihan TTG untuk Produktivitas
	-

	27.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Teknologi Tepat Guna - Pengadaan/Perbantuan Alat TTG
	-

	28.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Inovasi Desa - Lokakarya/Forum Inovasi Desa
	-

	29.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pariwisata - Pembentukan/Penguatan Pokdarwis
	-

	30.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pariwisata - Pelatihan Pemandu Wisata/Storytelling Lokal
	-

	31.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Pariwisata - Pelatihan Homestay & Layanan Wisata
	-

	32.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ekonomi Kreatif - Pelatihan Kerajinan/Kuliner (Produk Lokal)
	-

	33.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ketahanan Pangan - Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Urban Farming
	-

	34.
	Pemberdayaan Masyarakat
	Ketahanan Pangan - Penguatan Lumbung Pangan Desa
	0



E.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.
Adapun program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana,
	No
	Uraian
	Kegiatan
	Jumlah

	1.
	Penanggulangan Bencana
	Pembentukan/Penguatan Tim Relawan/PRB Desa (Destana/Relawan Desa)
	-

	2.
	Penanggulangan Bencana
	Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen RPB Desa (Rencana Penanggulangan Bencana)
	-

	3.
	Penanggulangan Bencana
	Pemetaan Risiko Bencana & Peta Jalur Evakuasi Desa
	-

	4.
	Penanggulangan Bencana
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana untuk Warga (banjir/longsor/puting beliung/kebakaran)
	-

	5.
	Penanggulangan Bencana
	Simulasi Evakuasi & Latihan Tanggap Darurat (minimal 1 kali/tahun)
	-

	6.
	Penanggulangan Bencana
	Pelatihan Pertolongan Pertama/PPGD untuk Relawan & Kader
	-

	7.
	Penanggulangan Bencana
	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan (tenda, rompi, senter, HT, sirine, dll)
	-

	8.
	Penanggulangan Bencana
	Pembuatan/Pemasangan Rambu Bencana (jalur evakuasi, titik kumpul, area rawan)
	-

	9.
	Penanggulangan Bencana
	Pembersihan Saluran/Normalisasi Drainase untuk Pencegahan Banjir (kegiatan mitigasi)
	-

	10.
	Penanggulangan Bencana
	Pembersihan Sungai/Saluran Irigasi (mitigasi banjir/pendangkalan)
	-

	11.
	Penanggulangan Bencana
	Penanaman Pohon/Reboisasi di Titik Rawan Longsor (mitigasi lingkungan)
	-

	12.
	Penanggulangan Bencana
	Pembuatan/Pemeliharaan Posko Bencana/Posko Siaga Desa
	-

	13.
	Keadaan Darurat
	Bantuan Logistik Darurat (sembako, air bersih, kebutuhan dasar) saat kejadian
	-

	14.
	Keadaan Darurat
	Layanan Dapur Umum/Distribusi Makanan untuk Warga Terdampak
	-

	15.
	Keadaan Darurat
	Evakuasi & Transportasi Darurat (pengangkutan warga/korban)
	-

	16.
	Keadaan Darurat
	Penyediaan Tempat Pengungsian Sementara (tenda/gedung) & perlengkapannya
	-

	17.
	Keadaan Darurat
	Penanganan Darurat Kesehatan (obat, pemeriksaan, layanan kesehatan lapangan)
	-

	18.
	Keadaan Darurat
	Perbaikan Darurat Sarpras Vital (jalan putus, jembatan darurat, listrik, air) pasca kejadian
	-

	19.
	Keadaan Darurat
	Koordinasi & Komunikasi Darurat (call center, HT, informasi cepat)
	-

	20.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi KPM (sesuai regulasi berjalan)
	-

	21.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Santunan Kematian/Musibah bagi Warga Miskin/Rentan (bila diatur Perdes)
	-

	22.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Biaya Kesehatan Mendesak (rujukan darurat untuk warga rentan) (jika diatur)
	-

	23.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Ringan akibat bencana/kejadian mendesak (jika diatur)
	-

	24.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Pangan Mendesak bagi Warga Rawan Pangan (jika diatur)
	-

	25.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan Perlengkapan Sekolah Mendesak untuk Anak dari Keluarga Rentan (jika diatur)
	-

	26.
	Keadaan Mendesak
	Bantuan untuk Disabilitas/Lansia Terlantar (alat bantu, kebutuhan dasar) (jika diatur)
	-




F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) memuat Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025
A. PENDAPATAN
	Pendapatan  Asli Desa
	Rp.
	0

	Dana Desa
	Rp.
	0

	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
	Rp.
	0

	Alokasi Dana Desa
	Rp.
	0

	Bantuan Keuangan Provinsi
	Rp.
	0

	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
	Rp.
	0

	Pendapatan Lain-lain
	Rp.
	0 

	Jumlah  Pendapatan
	Rp.
	0

	B.     BELANJA
	
	

	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
	Rp.
	0

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan  Desa
	Rp.
	0

	Bidang Pembinaan  Kemasyarakatan
	Rp.
	0

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp.
	0

	Bidang Penanggulangan  Bencana,  Darurat  Dan Mendesak
Desa
	Rp.
	
0

	Jumlah  Belanja
	Rp.
	0

	C.      PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
	
Rp.
	
0

	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.
	0

	Jumlah Pembiayaan
	Rp.
	0



G. TINGKAT PEN CAPAIAN
Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah.lntinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.
LKPPD Desa - Tahun 2025	Halaman 1


H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa - mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.
Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas
musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.
1) Data Kepala Desa dan Perangkat Desa
	[bookmark: _Hlk217381449]No
	Nama
	Tempat, Tanggal Lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	1.
	-
	-,-
	-
	-

	2.
	-
	-,-
	-
	-

	3.
	-
	-,-
	-
	-

	4.
	-
	-,-
	-
	-

	5.
	-
	-,-
	-
	-

	6.
	-
	-,-
	-
	-

	7.
	-
	-,-
	-
	-

	8.
	-
	-,-
	-
	-

	9.
	-
	-,-
	-
	-

	10.
	-
	-,-
	-
	-

	11.
	-
	-,-
	-
	-

	12.
	-
	-,-
	-
	-

	
	
	
	
	



3) Data Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD)
	No
	Nama
	Tempat, Tanggal Lahir
	Jabatan
	Pendidikan

	1.
	-
	-,-
	-
	-

	2.
	-
	-,-
	-
	-

	3.
	-
	-,-
	-
	-

	4.
	-
	-,-
	-
	-

	5.
	-
	-,-
	-
	-

	6.
	-
	-,-
	-
	-

	7.
	-
	-,-
	-
	-

	8.
	-
	-,-
	-
	-

	9.
	-
	-,-
	-
	-

	10.
	-
	-,-
	-
	-

	11.
	-
	-,-
	-
	-

	12.
	-
	-,-
	-
	-

	
	
	
	
	



BAB III
PENUTUP


Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, meskipun seluruh kegiatan belum tercapai secara maksimal, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun 2025 tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarkat. Mudah­ mudahan penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa -
Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2025 masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Desa -
Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama BPD Desa dan masyarakat Desa atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun 2025 hingga tersusunnya laporan ini.
Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa - serta kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas merupakan motivasi kami untuk terns berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa - yang Mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan serta melimpahkan anugerahnya kepada kita semua untuk terus membangun Desa yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera.


Cirebon, 11 Juni 2026
Kepala Desa -




-

